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Abstrak

hidup bermakna pada umumnya berlangsung dalam sebuah konteks yang

ditentukan oleh tradisi-tradisi di mana individu itu
tertanam dalam sejarah tradisi yang lebih luas dan

Tradisd fte sendird telah
lama.

Jadli konsep-kansep
moralitas telah terbentuk di dalam dan telah merjadi bagian dart bertuk-bentuk kehidupean
sosial (Moral concepts are embodied in and are partially constitutive of form of social life)

Kata kunci: Visi Sosial, Moral Politik NU dan Interpretasi Filsafat

Titik tolak moralitas (akhlag) indi-
vidual maupun sosial (etika politik)
Nahdlatul Ulama ialah berpijak pada fitrah
penciptaan manusia sendiri dan pada
ajaran yang terkandung dalam wahyu Al-
lah (Al-qur'an) yang terlembagakan dalam
ajaran Islam. Manusia yang difahami dan
dihayati oleh kaum Nahdliyyin (NU)
adalah makhluk Allah yang sempurna
kejadiannya dan paling mulia derajatnya
di bandingkan makhluk Allah yang lain.

Menurut fitrahnya manusia memiliki
dimensi jasmani dan dimensi rohani.
Dimensi fisik manusia merupakan wahana
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eksistensinya dalam dunia kehidupan
konkrit. Sedangkan dimensi rohani
manusia (kehendak bebas moralitas dan
rasionalitas) merupakan esensi yang
menentukan mutu dan kwalitas
eksistensinya dalam dunia kehidupan
nyata, maupun dalam kehidupan akhirat

Nilai dimensi fisik tindakan manusia
selalu mengandaikan dimensi rohanirnya,
sehingga segala tindakan dan kelakuan
manusia diandaikan dengan
manusia harus dipertanggung jawabkan
kepada sesama manusia dalam dunia




kehidupan sekarang dan kepada Tuhan di
kehidupan akhirat (kehidupan setelah
mati). Menurut pengertian ini, maka
kebebasan individu dan kesamaan
martabat manusia serta hak-hak asasinya
adalah essensi yang melekat pada fithrah
penciptaannya.

Pada sisi yang lain fithrah manusia
adalah diciptakan dalam keberbedaan
jenisnya, ras, etnis dan kebangsaannya, la
juga tersebar di berbagai bagian bumi yang
berbeda iklim, topografi dan geografisnya.
Dengan fithrah penciptaan individualnya
dan dalam fthrah keberbedaannya tersebut
manusia menjalani hidupnya sebagai
hamba Allah maupun sebagai khalifah-
Nya. Dalam keberbedaan itu, masing-
telah menciptakan sejarahnya sendiri,
membangun tradisi, kebudayaan dan
peradabannya berkenaan dengan
pengabdiannya kepada Allah maupun
berkenaan dengan peran dan fungsinya
sebagai khalifah Allah di bumi ini. Dan
dalam komunitas itulah setiap individu
yang bebas, bermartabatdan memiliki hak-
hak asasi tadi menjalani kehidupannya.
Agarmanusia dapat menjalani tigas-tugas
kemanusiaannya demi kesuksesan dan
kebahagiaan hidupnya di dunia sekarang
da.nkebalug:ﬂmya yang sejati di akhirat
kelak, ia membutuhkan petunjuk dan
bimbingan dari Tuhan. Sebab nilai-nilai
dalam komunitas itu sendiri selalu
mengalami distorsi dan transformasi.

Karena itu tujuan Allah mengutus
para rasul kepada umat manusia adalah

uniuk membimbing mereka ke jalan Allah
dan memberinya kitab suci sebagai
petunjuk bagi sikap dan kelakuan manusia
untuk meraih leselamatan dan
kebahagiaan hidupnya. Agar dapat
mencapai kehidupan kemanusiaan yang
bermakna dan bermutu demi keselamatan
dan kebahagiaan yany sejati, manusia tidak
dapat hanya mengandalkan petunjuk
{suara) hati, rasio (akal) l.hm:rl:lmwmyn

yang dapat dibangur atau

untuk menemukan kebenaran dan
kebaikan. Tetapi kebznaran dan kebaikan
manusia semata tidak mencukupi

kebutuhan manusia untuk mengungkapan
dirinya sendiri maupun penciptaan
lah dengan bahasa manusia sendiri.
Diutusnya Muhammad sebagai
rasul Allah untuk menyampaikan wahyu
Ilahi dan ajaran [slam kepada umat
manusia, ialah agar manusia dapat
menyempumakan
membimbing akal budinya dan
membebaskan diri deri belenggu duniawi,
termasuk nafsu dalarn dirinya sendiri.
Misi utama risalah Nabi
Muhammad ialah untuk menyebarkan
kasih sayang Allah kepada semesta alam
melalui penyempurnaan keutamaan
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moralitas (akhlaq) manusia. Pada
ajaran [slam yang dibawa Nabi
Muhammad, dengan demikian,
merupakan penyempurnaan dari ajaran
para rasul terdahuba dan

kehidupan, sejauh dapat dipertanggung
jawabkan secara rasional dan moral, serta

Islam.

Pandangan keagamaan dan tradisi
beragama didalam komunitas Nahdlatul
Ulama tidak berorientasi pada formalitas
ajaran tetapi lebih menekankan substansi
ajaran. Karena itu Islam yang difahamidan
dihayati dalam batin komunitas NU
berkarakter inklusif dan akomodatif.
"Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian
bahwa Islam adalah agama yang fithri,
yang bersifat menyem segala
kebaikan yang sudah dimiliki oleh
manusia. Faham keagamaan yang dianut
oleh NU bersifat nilai-
milik serta ciri-ciri suatu kelompok
manusia, dan tidak bertujuan menghapus

Nahdlatul Ulama berpendirian
bahwa kebenaran dan kebaikan adalah
bersumber dari Allah yang terealisasikan
melalui wahyu maupun rasio (nalar) serta
hati nurani manusia. Kebenaran dan
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kebaikan menurut wahyu Allah yang
terbukukan dalam Al-qur'an memang
bersifat mutlak dan universal
kebenaran dan kebaikan menurut akal dan
hati bersifat nisbi (relatif). Tetapi kebenaran
dan kebaikan menurut wahyu (Al-quran)
yang terlembagakan dalam ajaran dan
rasio dan hati nurani manusia dalam
konteks historisitasnya. Karena itu semua
ajaran yang mengklaim bersumber dari Al-
quran (lebih-lebih yang bersumber dari akal
semata) dengan sendirinya adalah hasil
interpretasi (jjtihad) manusia (ulama atau
pemikir). Karena itu tingkat kebenaran yang
di capai juga bersifat relatif atau nisbi.
Sebab menurut NU, setelah wafatnya Nabi
Muhammad tidak ada seorangpun yang
dapat dianggap memiliki otoritas mutlak
dalam memahami Al-qur'an (Islam). Jadi
pada dasarnya setiap muslim memiliki
kemungkinan salah dan benar yang sama
dalam memahami Al-qur'an (Islam). (Sahal
Mahfudz, tt: 52) Dengan demikian kiaim
mengenai yang baik yang mendasarkan
pada Alquranberkenaan dengan kelakuan
manusia maupun berkenaan dengan
pengaturan normatif (segi hukum) dan
pengaturan efektif (segi
dalam masyarakat tidak cukup
mengandalkan pada otoritas wahyw. Klaim
itu dituntut untuk melegitimasikan
kebenaran ajaran secara rasional maupun
moral. Demikian juga bagi Klaim normatif
ajaran danideologi yang lain.

Dalam pandangan Nahdlatul Ulama
tingkat kebenaran absolut yang melekat




padawahyu Allah (Al-qur'an) ialah bersifat
transenden dan hanya Allah yang
mengetahui-Nya. Sedangkan kebenaran
ajaran yang bersumber dari Alqur'an yang

telah melembaga dalam berbagai aliran
ajaran Islam yang meliputi doktrin-doktrin
aqidah, syariat, sufisme maupun ritualitas,
adalah hasil pemikiran (fitthad) oleh para
ulama dan para pemikir muslim yang
terlembagakan dalam proses historisitas.
Karenanya tingkat kebenaran yang dicapai
juga bersifat temporal dan nisbi (relatif).
Dengan demikian tingkat legitimasinya
tergantung pada terpenuhinya prosedur dan
syarat-syarat akademik (keilmuan) yang le-
gitim dan kredibilitas moral para ulama
yang bersangkutan dan relevansinya

i kemanusiaan.

Bagi NU, segala sesuatu yang
diperintahkan dan dilarang dalam Al-
qur'an berkenaan dengan kelakuan
manusia, dipandang sebagai perwujudan

umat manusia dari kehinaan dan
kesengsaraan hidupnya menuju keluhuran
martabat dan pencapaian kebahagiaan
hidupnya, di dunia sekarang ini maupun
baik berkenaan dengan tindakan manusia
dan penataan masyarakat haruslah terbukti
secara obyektif mendukung dan
menjunjung perealisasian martabat
kemanusiaan dan keselamatan, maupun
kesejahteraan hidup manusia di dunia
sekarang, dan kehahagiannya yang hakiki
dalam kehidupan akhirat. Dan sejauh
menyangkut kehidupan dunia, maka

perealisasian martabat manusia,
keselamatan dan kesejahteraan hidup
manusia tersebut berarti perealisasian
kebebasan dan hak-hak asasi manusia.
Karena itu Nadlatul Ulama menolak klaim
penataan normatif (penetapan hukom) dan
penerapan kekuasaan dalam masyarakat
dari manapun sumbernya yang secara
obyektif menindas kebebasan dan hak-hak
asasi manusia, sebab itu berarti berten-
tangan dengan martabat kemanusiaan dan
ingan kemaslahatan umat manusia.
sosial danmoral politik Nahdlatul Ulama
mengenai pengaturen kelakuan manusia
dan penataan masyarakat mengandaikan
kesesuaian kehendak baik Allah (yang
tersirat melalui wahyu/ Al-quran) dengan
kepentingan manusia untuk merealisasikan
hiclup yang bermartabat dan mencapai
kemaslahatan bersuma maupun keba-
hagiaan yang sejati. Jadi, norma-norma
yang mengatur masyarakat maupun
individu dapat bersumber dari ajaran
apapun, tetapi baru dinilai legitim apabila
sejalan dengan pesar-pesan wahyu Allah
dan secara obyektif terbukti dapat
menunjang perealisasian martabat
kemanusiaan dan pencapaian kesejah-
teraan umat manusia. Dengan demikian
konsep penataan masyarakat yang dicita-
citakan oleh NU mela i penetapan hukum
maupun pengguraan otoritas dan
kekuasaan dalam masyarakat maupun
negara tidak bertujuan merombak seluruh
capaian peradaban din kebudayaan yang
telah melembaga calam masyarakat,
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dengan hukum dan ajaran Islam. Upaya
penataan masyarakat yang dicita-citakan,
bagi NU dapat saja dimulai dari capaian
puadalmdmhhﬂaymyugﬂ&ada.

kemudian menempatkan Al-qur'an dan
sunnah sebagai sumber inspirasi dan
orientasi etik menuju perbaikan sistem dan

ajaran Al-qur'an, yang telah dianut oleh

para ulama Ahlussunnah Wal jama ah

sebagaimana akan saya uraikan

selanjutnya.

Prinsip-Pinsip Dasar Sosial NU
Prinsip-prinsip dibawah ini pada

dalam menggali dan menetapkan hukum
Islam agar kesimpulan serta penerapannya
didalam mas}'mhlmpmaidmgm
Alqur'andan sunnah Nabi guna

hidup
manusia di dunia sekarang dan diakhirat
kelak. Tetapi dalam perkembangannya
prinsip-prinsip tersebut mengalami
pemekaran makna, sehingga berlaku pula
sebagai prinsip dalam penataan

dandalam menyikapi berbagai
fenomena sosial politik. Nahdlatul [lama
berpendirian dan menyakini sepenuhnya
bahwa prinsip-prinsip yang mendasari
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prinsip dasar sosialnya dalam rangka
penataan masyarakat, baik dalam segi
hukum, politik (kekuasaan) dan
kebudayaan adalah penjabaran dari
karakter dasar ajaran Islam

kemasyarakatan (hablun minan nas),
sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan
parasahabat ketika

rasul (ajaran Islam) yang sejalan dengan
fithrah manusia dan nilai-nilai
kemanusiaan. Jadi melalui penerapan
prinsip-prinsip kemasyarakatan menurut
faham Ahlus sunnah waljama ahberikut
ini akan dapat direalisasikan tatanan
masyarakat yang sejalan dengan ajaran Is-
lam dan dapat menjamin perealisasian
kmeh}mm:pmkmdmm!ﬁdtq:
umat mannsia, :

Prinsip I'tidal (tegak, lurus)

Kata /idalsebangundengan kataal-
adalah ( adlt) dalam bahasa arab yang di
Indonesiakan menjadi adil. Secara umum
di lingkungan NU adil berarti
"menempatkan segala sesuatu pada
tempainya (proporsinya)". Di kalangan NU
prinsip 7'tidal merupakan derivasi dari
ajaran Al-qur'an yang bertujuan
mewujudkan masyarakat yang stabil,
harmoni, damai dan menghargai harkat
atau martabat kemanusiaan.

Prinsip fticlalini dapat di rumuskan
sebagai berikut, "perlakukanlah segala
sesuatu (semua pihak) menurut kadar




kekhususan (karakter dasamya) masing-
masing, dan bertindaklah terhadap segala
sesuatu (semua pihak) menurut fungsi,
peran dan otoritas yang diizinkan atau
disetujui (ditetapkan) untuknya", Dalam
tolak dari ketentuan-ketentuan wahyu Al
lah maupun realitas deskriptif dalam
masyarakat

Dalam kontek kehidupan
masyarakat maupun negara prinsip ini
mengandaikan pluralitas kultural, agama,
pandangan hidup, etnis, ras dan
sebagainya, yang selanjutnya dalam
masyarakat menimbulkan pluralitas
mendapat pemenuhannya dalam

maupunnegara. Bagi Nahdlatul
Ulama, realitas deskriptif mengenai
pluralisme tersebut merupakan kesadaran
paling awal yang mendasari missi Islam
dalam menata masyarakat, Penataan
masyarakat yang sehat (baik) seharusnya
bertitik tolak dari kesadaran dan fakta

Dalam setiap masyarakat, pada

nilai-nilaiyang dianggap baik
oleh para anggota masyarakat yang
bersangkutan. Nilai-nilai tersebut dapat
bersumber dari berbagai ajaran agama,
tradisi, pandangan filosofis maupun
idiologi tertentu. Nilai-nilaiitu akan efektif
berlaku dalam masyarakat menurut tingkat
atau jangkauan ligitimasi sosial, kultural

dernikian dalam masyarakat terdapat nilai-
nilai kebaikan (moral) yang bersifat
partikudar dan bersifat universal atau lintas
golongan Jadi pada periode sejarah tertentu,
dalam suatu masyarakat maupun negara,
mengenai Norma-nonna mana yang legitim
bagi komunitas yang bersangkutan dan
norma-norma mana yang legitim bagi
keseluruhan warga inasyarakat maupun
negara. Dengan demikian prinsip 7'tidal
juga mengandaikan sdanya norma-norma
yang legitim, yang meagatasi dan menjamin
pluralisme dalam masyarakat. Prinsip
i'tidal menjamin semua pihak dalam
masyarat bertindak menurut norma-norma
yang legitim pada satu sisi dengan tetap
mempertimbangkan lepentingan dan hak-
hak masing-masing pihak pada sisi yang
lain. Prinsip stidalsebagaimana dihayati
oleh Nahdlatul Ulama menjiwai hukum
positif, perilaku kekuasaan (penataan
politik) dalam masyarakat dan segenap
otoritas yang hidup di tengah-tengah
masyarakat. Penerapan prinsip i‘tidal
secara normatif dengan demikian akan
melahirkan hukum yang adil, menjamin
perilaku kekuasaan dan pelaksanaan
otoritas dalam masyarakat secara adil pula.

Di kalangan Nahdlatul ulama "adil"
diartikan "menempatkan sesuatu pada
tempatnya/ proporsinya" (wadlusyaiin fi

menurut NU selalu berkenaan dengan
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norma dan hukum yang berlaku dan
tuntutan etis, perilaku kekuasaan, maupun
otoritas-otoritas yang ada dalam
masyarakat. Karena itu, keadilan
merupakan keutamaan dari hukum
(undang-undang), keutamaan perilaku
kekuasaan, dan keutamaan setiap otoritas
dalam masyarakat. Hukum yang adil harus

mengandaikan
pluralitas masyarakat, sehingga dengan
sendirinya dapat menjamin perealisasian
kepentingan dan hak-hak tersebut dalam
puﬂhmmmjmmhieaﬁpundmﬁkm
keadilan dalam masyarakat tidak dengan
sendirinya sudah terwujud dalam norma-
norma hukum dan pranata sosial yang telah
ada maupun dalam perilaku kekuasaan
dan otoritas dalam masyarakat,
Terwujudnya keadilan dalam
masyarakat harus diusahakan bersama
olehsegenap warga dengan berpijak pada
pinsip /tidal Dalamusaha mewujudkan
keadilan melalui penataan masyarakat
maupun negara, Nahdlatul Ulama
menempatkan nilai-nilai kemanusian dan
moralitas yang bersumber pada ajaran Al-
quran (Islam) sebagai ik tolaknya yang
utama. Tetapi sejalan dengan pandangan
keagamaan dan tradisi beragama yang
dianutnya, Nahdlatul Ulama
nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas Is-
lam tersebut secara inklusiv. Karena itu,
bagi Nahdlatul Ulama nilai-nilai
kemanusiaan dan moralitas yang
bersumber dari ajaran non Islam,
pandangan filosofis maupun idiologi
tertentu, yang terbukti legitim di tengah-
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tengah masyarakat dapat dinilai Islami,
mmmmw
agama Islam. Dengan
rangka penataan masyarakat dan negara
secara normatif (segi hukum) maupun
secara efektif (segi politik/kekuasaan)
menurut Nahdlatul Ulama tidak
dibenarkan atau tidak tepat menjadikan
hukum Islam maupun pengalaman
spesifik historis umat Islam sebagai
alternatif terhadap sistem kemasyarakatan
dmlﬂwyﬂgﬂmw&h

eksis dan menjadi konsensus bersama. Jadi
prinsip I'tidal telah memberikan orientasi
bagi sikap dan perilaku sosial-politik NU
dalam kehidupan bermasyarakat dan
bermnegara yang tidak berorientasi legal for-
mal dan hitam putih melainkan lebih
akomodatif dan inklusif, serta
menempatkan Islam sebagai salah satu
faktor komplementer dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Jadi menurut Nahdlatul Ulama,
dengan prinsip i%idal, berbagai ajaran
agama, pmdmgan fﬂosoﬁs tradisi

penataan (penetapan) hukum dan
pengaturan kekuasaan (pemerintah) atau
penataan sistem politik dalam masyarakat
dannegara.

Demikian pula perbailan terhadap
sistem dan pranata hukum maupun sistem
dan pranata puhtikjrangtahhadn dapat
dilakukan dengan
dinamika pluralitas masyarakat dengan




tetap berpijak pada norma-norma dan
pranata yang telahada dalam masyarakat
danmgamterseht Dari uraian diatas,

politik dan menempatkan konsensus
kebangsaan dan kenegaraan beserta
pranata-pranata yang telah tercapai
{djsepakaﬂ)bersamanimwargabangﬂ,

TS

dan menjunjung martabat kemanusiaan,
dengan tetap melindungi dan
mempertimbangkan kepentingandan hak-
hak pluralitas masyarakat.
Prinsip Tawassuth (Moderation)

Prinsip tawassuth yang dihayati
oleh Nahdlatul Ulama merupakan kerakter
dasar umat Islam sebagaimana disebutkan
dalam Al-qur'an (Q5: Al-Bagaroh, tt:143).
Bagi Nahdlatul Ulama sikap tengah
tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di
tengah-tengah kehidupan bersama.
Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini
akan selalu menjadi kelompok panutan
yang bersikap dan bertindak hurus danselalu
bersifat membangun serta menghindari
segala bentuk pendekatan yang bersifat
ekstrim. (Mu'tamar, t:102)

Dalam komunitas Nahdlatul Ulama
telah tertanam kesadaran kolektif mengenai
prinsip tawassuth(moderat) yaitu bahwa

kebaikan segala sesuatu (hal) adalah
pertengahannya. Apabila prinsip
tawassuthini dikaitkan dengan segi-segi
kehidupan manusia, baik individu
maupunsosial, makasecara deskriptif akan
tampak dua sisi yang ekstrim yang
kontradiktif dan satu titik tengah di antara
kedua ekstrim tersebu.

Jadi tawassuth, bukanlah
kompromistis dengan mencampur
adukkan semua unsur (sinkretisme), juga
bukan mengucilkan liri dengan menolak
pertemuan unsurapajnum (Ahmad Shiddiq;
tt:48). Bagi NU prins: p tawassuth berarti
penolakan terhadap segala hal tsik?.p,

pemahaman,

Prinsip tawessuth (moderasi)
mengorientasikan sikap, tindakan dan
sifat-sifat manusia maupun masyarakat
selalu dalam kadar yang tepat.
ungkapan yang diambil dari hadits Nabi
berikut ini menggambarkan prinsip
tawassuthyang diarvat Nahdlatul Ulama,
"Cintailah orang yang anda cintai dengan
kadaryang tepat (tidak berlebihan) karena
bisa jadi ia menjadi musuhmu pada suatu
waktu, danbencilahorang yang anda benci
dengan kadar yang tepat (tidak berlebihan)
karena bisa jadi dia menjadi kekasihmu
pada suatu waktu' (Jalaluddin Abd.
Rahman, tt;11). Bekerjalah untuk
hidup selamanya dan bekerjalah untuk
kepentingan akhiratriu seolah-olah engkau
matiesok hari.
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Kadar moderasi atau ekstrimnya
suatu tindakan, sikap, paham dan
pandangan seseorang atau kelompok
mengenai hal tertentu diandaikan begitu
saja telah menjadi bagian dalam kesadaran
individu maupunmasyarakat. Tetapi bagi
NU, kesadaran seperti itu harus
ditanamkan melalui pendidikan dan
latihan yang kontinyu. Karena itu bagi
sikap maupun faham atau pandangan

dapat digali dari pandangan dan penilaian
mayoritas warga masyarakat yang
bersangkutan melalui dialog terbuka, jujur
NU berlaku sebuah kaidah, "apa yang
disepakati sebagai hal yang baik oleh
mayoritas umat Islam, maka ia baik juga
dihadapan Allah".

Prinsip Tawazun (Keseimbangan)

Tawazun berartitidak berat sebelah,
tidak kelebihan suatu unsur atau
op.cit: 48). Menurut Nahdlatul Ulama,
tawazunadalah prinsip yang ditekankan
oleh ajaran Islam dalam rangka penataan
wmwM

Dikalangan umat Islam, terdapat

satu pandangan bahwa Islam sebagaimana
tersirat dalam Al-Qur'an memiliki cita-cita
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harus direalisasikan dalam kehidupan
yang kongkrit dan dalam tatanan
masyarakat model apa ia harus dibangun,
kitabsuci ALQur'andanSunnah rasul tidak
memberikan jawaban yang rinci dan
operasional. Al-Qur'an maupun Sunnah
rasul hanya memuat nilai-nilai
kemanusiaan universal dan petunjuk
umum mengenai permasalahan penataan
masyarakat yang dicita-citakan tersebut.
Karena itu, jawaban yang dapat diberikan
oleh para pemikir Islam dalam rangka
penataan masyarakat yang mampu
menjamnin kesejahteraan dan keselamatan

bulat melainkan terdapat berbagai aliran
pemikiran di kalangan mereka.

Bagi NU, prinsip tawazun dan juga
prinsip-prinsip lainnya (/'tidal tawassuf

mempertanggung jawabkan secara
moral dan rasional) terhadap berbagai
cita sosial politik Islam maupun terhadap
tatanan masyarakat yang telah ada. Jadi
bagi NU, perjuangan mereatisasikan cita-
cita sosial politik Islam tidak boleh secara
sewenang-wenang menghancurkan
masyarakat itu sendiri.

Dalam realitas obyektif penataan




ngan para warganya. Karena itu, setiap
upaya perealisasian nilai-nilai, norma-
norma, ideologi, dan ajaran agama tertentu
apapun sumbernya (termasuk ajaran Islam)
dalam rangka penataan masyarakat harus
mempertimbangkan secara fair dan adil
yang de factoberlaku dalam masyarakat.
Jadi, dalam rangka penataan

masing dan semua norma, ideologi,
maupun ajaran agama yang berlaku dalam
masyarakat harus dipertimbangkan secara
fair dan rasional. Dalam tradisi NU, prinsip
tawazun berarti mencakup semua segi
kehidupan baik segi kehidupan religius
maupun segi kehidupan sosial
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(kemasyarakatan), den dipandang sebagai
keutamaan bagi setiap sikap dan tindakan
semua manusia. Dahmdtuajhhidupm
kongkrit, prinsip fiwazun menuntut
adanya keseimbangan dalam berbagai segi
kehidupan manusia «lan masyarakat yaitu
keseimbangan antari dimensi wahyu dan
rasio manusia (mengenai interpretasi
wahyu), keseimbangnantara kepentingan
dunia dan kepentingan akherat, kese-
kepentingan sosial, keseimbangan antara
masa lalu dan masa depan, dan

keseimbangan antar: hak dan kewajiban.

Prinsip Tasamud (Toleransi)
Tasamuh berartilapang dada, yang

dalam tradisi NU dihayati sebagai sikap

mmmmw

tawassuth, dan tawazun. Menurut K.H.
Muchith Muzadi Prinsip ini didasarkan
pada dua ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat
58 (Al Mujadallah, ayat 11) dan surat 59
(Al Hasyr, ayat9) (Miachith Muzadi, 2002).

Bagi NU, prinsip tasamuh bukan
hanya bersifat teologis tetapi juga
merupakan tuntutanobyektif dalam rangka
penataan masyarakat dan hidup
bermasyarakat yang baik.

Dalam tatanan obyektif setiap
masyarakat selalu sudah terdapat ketidak
samaan (inegualiti’s) mengenai status
sumber daya ekonomi (kekayaan), danjuga
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kebudayaan, ajaran agama, dan sebagai-
nya, yang dialami oleh setiap individu
maupun kelompok warga masyarakat.
Prinsip tasamuh dalam rangka
ketidak samaan dan keberbedaan yang
terdapat di dalam masyarakat tersebut
hendak mengajukan tuntutan, bahwa
dalam rangka penataan masyarakat dan
hidup bermasyarakat harus ada jaminan
bahwa pihak-pihak yang kuat maupun
pihak mayoritas bersedia berkorban untuk
dan mendukung kesejahteraan
dan hak-hak mereka yang lemah maupun
yang minoritas.
Jadi, secara etis yang dituntut dari

maupun yang minoritas dalam
masyarakat adalah sama esensialnya
dengan kepentingan dan hak-hak mereka
yang kuat maupunyang mayoritas. Dengan
demikian, maka dalam rangka penataan
masyarakat yang baik, hukum dan sistem
kekuasaan harus menjamin perealisasian
terhadap hak-hak dan kepentingan semua
warga masyarakat secara obyektif danadil.
Prinsip fasamuhsebagaimana yang
dﬂuyﬁnHtNUmnmmPu@hm
yang sama atas hak
hld.up dan berkembangnya berbagai
kebudayaan, ajaran agama, ideologi
maupun aliran (madzhab) pemikiran,
meskipun hanya dianut oleh sekelompok
minoritas di dalam masyarakat.
Bagi NU, tuntutan etis maupun

Memotret Visi Sosial daw Moral Poificik U (Nur Hasan)

pragmatis prinsip tasamuh tersebut,
khususnya mengenai agama dan
keyakinan, memiliki landasan teologjs yang

kuat, yakni Al-Qur'an yaitu surat 2 (Al
ﬁmmﬂ}mMM(‘fma}m

Prinsip al-Maslahah al-Ammah
(Kesejahteraan Umum)

Pada intinya syari'at Islam (juga
agama-agama Samawi lain) bertujuan
merealisasikan kemaslahatan umat
manusia dengan membimbing mereka ke
jalan Allah (jalan keselamatan) dengan
landasan wahyu (kitab suci) maupun
berlandaskan fithrah manusia sendiri
(keutamaan moralitas dan rasionalitas).

Dalam realitas kehidupan konkrit,
keselamatan dan kemaslahatan hidup
mm@wmm
manusia demi tercapainya kebahagiaan
yang sejati. Disyari'atkannya berbugad

dunia yang akan datang (akherat).

Bagi NU, tuntutan mengenai
kemaslahatan umat manusia merupakan
(yaitu memiliki dasar-dasar dalam wahyu
Allah maupun dasar pragmatis empiris).
Tuntutan etis maupun pragmatis
kemaslahatan dan keselamatan hidup
manusia tersebut harus diperj
dengan merealisasikan segala macam
kebaikan (amarma nufj menurut perspektif
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wah}"u maupunmenurut pertimbangan
nurani dan rasio manusia, serta dengan
menr:ega.h segala macam keburukan

maupun pengaturan sistem politik
(kekuasaan)nya, apapun sumber hukum
dan kekuasaan tersebut, harus dapat
dan mencegah segala macam kejahatan
dalam masyarakat. Dengankata lain, dalam
sistem hukum dan sitem kekuasaan yang
berlaku, setiap individu dijamin dan
dilindungi usahanya untuk mencapai
kesejahteraan hidupnya. Demikian juga
penguasa negara (pemerintah) terhadap
rakyat harus berpijak pada kemaslahatan
rakyat (fashoruful imam alar ro'ivyah
manuthun bilmashlahatir ro%iyyah).
(Muchid Muzadi, 2002)

Prinsip al-masiahah al-ammah,
sebagaimana dihayati oleh NU menuntut
adanya jaminan, terhadap lima hal pokok
yang menjadi h:jumaym-i'atlshl?w?im
jaminan atas kebebasan beragama, jaminan

atas keselamatan jiwa, jaminan atas
kebehasan berpikir/ berpendapat, jaminan
atas keberlangsungan keturunan
(kehormatan keluarga), dan jaminan atas
harta kekayaan (pekerjaan/ profesi)
individu manusia. Prinsip ini menjamin
perealisasian tujuan syariat Islam melalui
sistemn hukum dan kekuasaan politik tanpa
keharusan membentuk negara Islam yang
ekslusif, Dengan demikian, prinsip "al-
maslahahal-ammah” yang dianut oleh NU
merupakan syarat kemungkinan bagi
pesan+-pesan moral dan nilai-
nilai kemanusiaan universal yang
terkandung dalam Al-Qur'an di tengah
masyarakat maupun negara tanpa
keharusan mempositifkan syari'at Islam
menjadi hukum negara maupun
mendirikan negara [slam. Di lain pihak
dengan prinsip al-maslahah al-ammah,
(kekuasaan) yang berlaku di dalam
masyarakat dapat diuji kembali legitimasi
dan relevansinya terhadap perealisasian
kemaslahatan umat manusia yang menjadi
warga masyarakat vang bersangkutan.
Menurut NU, perealisasian prinsip ini
harus diupayakan melalui mekanisme
musyawarah atau metode Jjma’
(konsensus), Jadi mengenai tatanan
masyarakat yang baik tidak boleh
ditetapkan secara subjektif oleh kelompok
subjektif masing-masing (meskipun
myoﬂlm},tehpi}musdﬂmwuhlmmui
dialog yang jujur, bebas dan terbuka demi
tercapainya pengertian bersama oleh pihak-
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pihak yang bersangkutan.

Relevansinya dengan Teori Etika

Teori etika bukanlah sebauh ajaran
tentang yang baik dan jahat (ajaran moral)
mengenai kelakuan (tindakan) manusia
baik secara indivi sosial. Teori
etika justru berfungsi mempertanyakan
keabsahan (legitimasi) ajaran moral tertentu
yang berlaku di dalam masyarakat. Ajaran
mengenai yang baik dan yang jahat (ajaran
moral) yang dianut dan mengatur individu
maupun
dan ideologi tertentu) dipertanyakan
kembali keabsahannya oleh teori etika,
berkenaan dengan klaim normatif masing-
masing ajaran moral tersebut.

Dengan kata lain, etika bertugas
untuk menuntut agar pengandaian-

pengandaian, argumentasi maupun
impl[km setiap lr.lm normatif ajaran

mwmmmw
hukum maupun dari segi politik
(kekuasaan) kenegaraan. Etika politik
hanyalah menyediakan kerangka teoritis
yang memungkinkan

ajaran yang mendasari legitimasinya
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dipertanyakan kembali. Etika politik
berfungsi menuntut (kritik) terhadap
hulkum positif, maupu hulum yang sedang
diperjuangkan menjadi hukim positif, dan
sistem kekuasaan (sistem politik) yang
berlaku maupun yang diperjuangkan agar
menjadi berlaku, agar supaya ia
mempertanggung jawabkan mengapa
sistem hukum dan sistem kekuasaan
tertentu yang harus diberlakukan dalam
sistem politik yang lain.

]ar.h. etika politik yang bertugas

agar pengandaian-pengandaian
ﬂmbsnﬂﬂpﬂwwrmsm}-
argumentasi-argumentasi maupun
implikasi-implikasi setiap klaim untuk
menata masyarakat dipertangmmg
jawabkan menurut
maupun rasional. (Suseno, 199'9591992:24}
Kelima prinsip yang
mengorientasikan pandangan dan sikap
sosial NU, sebagaimana diuraikan
sebelumnya, dapat dipahami sebagai
interpretasi (hermenetik) dan kritik
terhadap fenomena kemanusiaan dan
kemasyarakatan yang terkandung dalam
wahyu (Al-Qur'an) maupun terhadap
fenomena kemanusiaan dan sosial yang
secara deskriptif terlaksana di tengah
masyarakat.

kehidupan
Sebagaimana telah disinggung di
depan, bahwa titik tolak (sumber) ajaran
moral NU adalahwahyu Allah, Sunnah
rasuldanj manusia senciri, baik
sebagai makhluk individual maupun
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sosial. Titik tolak ajaran moral tersebutjuga
berlaku bagi etika sosial-politik dalam
rangka penataan masyarakat dan hidup
bermasyarakat.

masyarakat yang baik, yang menyangkut
segi hukum (sistem hukum) maupun segi
kekuasaan (sistem politik), adalah tatanan
dansistem yang sejalan dengan nilai-nilai
dan kemasyarakatan, maupun fithrah
menurut prinsip dasar etika.
Persoalan yang muncul kemudian
ialah bahwa Al-Qur'an maupun sunnah
rasul sendiri hanya memuat prinsip-prinsip
dasar dan umum mengenai segi-segi
kehidupan sosial, politik maupun hukum
dan budaya manusia. Kenyataan ini
memungkinkan tetjadinya berbagai macam
interpretasi atas wahyu Allah dan sunnah
rasul di kalangan para ulama dan pemikir
Islam berkenaan dengan penataan
masyarakat yang baik Sehingga di kalangan
para ulama dan pemikir Islam sendiri
terdapat berbagai klaim hak untuk
mengatur masyarakat sesuai dengan hasil
interpretasinya masing-masing atas Al-
Qur'an dan sunnah rasul. Dan umumnya
klaim hak untuk mengatur masyarakat dan
negara tersebut cenderung mendasarkan
legitimasinya pada otoritas wahyu dan
sunnah rasul (legitimasi teologis).
Permasalahan lain yang muncul
ialah berkenaan dengan fakta deskriptif,
bahwa dalam sejarah umat manusia telah
ideologi dan ajaran-ajaran moral yang
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bersumber dari luar Islam (kebudayaan
masyarakat) yang telrh disepakati sebagai
bentuk atau model tatanan dan sistem
kemasyarakatan yang masih berjalan
hingga dewasa ini.

Apakah berbagai macam bentuk dan
model tatanan dan sistem
yang secara obyektif hidup dan berlaku
efektif (dianut oleh warga masyarakat) itu
tidak sepantasnya dipertimbangkan secara
jujurdan adil.

Jadi, dalam rangka penataan
masyarakat atau membangun sistem
hukum dan sistem kekuasaan politik
(negara) yang baik, yang dapat menurjang
perealisasian martabat manusia dan
kesejahteraan hidup umat manusia, maka
dan kemasyarakatan maupun norma-
norina moral kongkrit yang bersumber dari
ajaran Islam berhadapan dengan berbagai
nilai dan norma-norma moral

Dengan demikian lima prinsip dasar
visi sosial dan moral politik NU (i'tidal
tawassuth, tawazun, tasamuh, dan al-
maslahah al-ammah) memiliki fungsi
ganda, Pertama, prinsip-prinsip itu
atas pesan-pesan dalam wahyu Allah dan
sunnah rasul mengenai norma-norma
moral kongkrit maupun nilai-nilai dasar
kemanusiaan dan prinsip-prinsip wmum
kehidupan manusia dalam masyarakat,
serta prinsip-prinsip umum pengaturan
masyarakat. Melalui lima prinsip sosial
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yang dianut oleh NU tersebut, maka
prinsip-prinsip dasar mengenai
kemanusiaan, mengenai kehidupan
manusia dalam masyarakat dan mengenai
penataan masyarakat yang

dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul dapat
dihadirkan di kehidupan
konkrit umat manusia tanpa berlindung
dibalik otoritas transedental (legitimasi
teologis). Jadinilai-nilai fundamental Islam
mengenai  kemanusiaan  dan
kemasyarakatan (seperti : keadilan,
persamaan martabat, kebebasan,
keselamatan hidup, kemaslahatan umat,
musyawarah) dapat disumbangkan ke
dalam peradaban atau kebudayaan
masyarakat menurut pertimbangan yang
rasional, dan perti moral yang
obyektit. Ini memungkinkan terjadinya dia-
log yang fair dan terbuka bagi semua
kelompok elemen masyarakat dan nilai-
nilai yang merela anut (apapun sumber nilai
itu), dalam rangka bersama-sama
menemukan "yang baik" bagi penataan

gerakan politik (sosial) yang
mengatasnamakan agama Islam, Bagi NU,
Al-Qur'an dan sunnah rasul adalah hak

Memotret Visi Sosial dan Moral Poilitk NU (Nur Hasan)

setiap ulama (pemikir) Islam yang
memenuhi syarat-syaratuntukitu. Dan hak
masing-masing juga untuk

menjadi sebuah model penataan
masymhtymgdnm:itakmhmam

mmmﬂﬁﬂmhuhqmm
dan model penataan masyarakat tersebut,
pandangan-pandangan itu sendiri harus
terbuka (membuka diri) terhadap tuntutan
melegitimasikan diri secara moral dan
rasional. Agar supaya tidak sewenang-
wenang dan tidak mengandalkan
legitimasi teologis semata.

Sebagai metode kritik, lima prinsip
sosial NU tersebut juga berfungsi

hidupdi dalam negara Republik Indonesia
yang pluralistik dalam banyak segi
kehidupan masyarakatnya, lima prinsip
sosial yang mereka anut itu
implementasi ajaran Islam sebagai etika
sosial dan politik yang berfungsi sebagai
Jadi, yang hendak dijamin melahui
prinsip f'tidal, tawassuth, tawazun,
tasamuh, danal-masiahah alvammah ialah
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tﬂ’hkﬁlmyndm]ogyanghebasdmpmr
dan kritik etis terhadap berbagai ajaran
agama (khususnya Islam), ideologi
maupun teori tertentu yang hendak atau
sedang berlaku menjadi sistem dan model
pumtammﬁfarahtdanmgan.i(m

masyarakat dapat menyumbangkan
heh}aamnﬂmﬂn}ra{lﬁhhﬂhih&mmya}
masing-masing ke dalam tatanan
masyarakat atau negara Republik Indone-
sia, baik mengenai segi-segi hukum
maupun segi kekuasaan (politik) yang
dicita-citakan bersama, menurut
pertimbangan moral dan rasional melalui
dialog yang jujur dan bebas (tanpa adanya
dominasi oleh satu kelompok atas
kelompok lainnya apapun alasannya)
dalam mencapai pengertian bersama.
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